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PERJANJIAN XERJASAMA

Antara

PT. BUKIT ASAM TbK

dan

PEMERINTAH PROVINSI LAMPI'IYG

Tentang

PEMBERIAN BANTUAN PERAN SERTA PT BUIST ASAJU TbK

BERT'PA KENDARAAN KEPADA PEMERINTAII PROVINSI LAMPUNG

Nomor PTBA : 028/T/OaOO(HK.O3/III/2O21
Nomor Pemprov Lampung : Q/ j1il B.o4/ -J ?i? l

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Satu (09 - 03 - 2o2ll di Bandar Lampung dibuat Perjanjian Kerjasama
oleh dan antara :

1. Joko Pramono Direktur Sumber Daya Manusla PT. Buklt
Asam Ibk., berkedudukan di Jalan Parigi
No. 1 Tanjung Enim, Sumatera Selatan,
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut di atas, untuk dan atas nama PT
Bukit Asam Tbk., yang selanjutnya disebut
PTBA.

Gubernur Lampung, berkedudukan di Jalan
Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung,
Bandar Lampung dalam hal ini bertindak
daiam jabatannya tersebut di atas, untuk
dan atas nama Pemerintah Provlnsi
Lampung, selanjutnya disebut Pemprov
LaEpuat.

2 Ir.H.Arinal DJunaidl

PIBA dan Pemprov Lemputrg secara sendiri-sendiri disebut PIHAI( dan
bersama- sama selanjutnya disebut PARA PIIIAI(
PARA PIIIAK dalam kedudukannya terlebih dahulu menerangkan hal-hal
sebagai berikut :

1. Balwa PTBA adalah salah satu perusahaan anggota Holding BUMN
Pertambangan (MIND.ID) yang bergerak di bidang energi berbasis
batubara yang sebagian kegiatan operasionalnya berada di lokasi provinsi
Lampung;
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2. Ba.Lu.,a PeEpsov Lempu-g meminta kesediaan PTBA untuk dapat
partisipasi dalam pembangunan di Provinsi LamPung untuk tahun 2020
melalui surat Gubernur Provinsi Lampung, sebagai berikut:

a) Nornor 541/1753|V.25.2O2O tanggal 10 Juni 2020 perihal Partisipasi PT.

Bukit Asam Tbk

b) Nomor O24/3398/v.25.2020 tanggal 9 November 2020 perihal Perubahan
Dcrr tuh D.lrtu..ur Fcr,lr Ccr t,r llcnd.rta.o-, r Opcraoional

c) Nomor 55O/137L1v.25.2020 tanggal 04 Desember 2020 perihal
Penyesuaian Bentuk Bantuan Peran Serta Kendaraan Operasional

3. Bahwa PIBA akan memberikan bantuan partisipasi Pembangunan
adalah sebesar Rp. 5.0OO.OO0.0OO,-(lima milyar rupiah) da-lam bentuk
kendaraan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagai wujud partisipasi Sumbangan
Pihak Ketiga (SP3D) dalam menunjang kegiatan pembangunall di Provinsi
Lampung tahun 2O2O, PARA PIHAI( dengan itikad baik sepakat mengadakan
Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur sebagai berikut:

PASAI 1

MAI(SUD DAN TUJUATT

Maksud dan tujuan Perjanjian ini adalah sebagai wujud partisipasi
kepeduhan PIBA sebagai Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang energi
berbasis batubara dan bertujuan untuk berperan aktif guna mendukung
pembangunan di Provinsi Lampung.

PASAL 2
RUAITG LIIYGKUP

Partisipasi yang diberikan oleh PIBA kepada Pemprov Lampung adalah
berupa pemberian nilai peran serta dalam bentuk kendaraan roda empat atas
nama Pemprov Lampung, sesuaj dengan kebutuhan dalam rangka
menunjang kelancaran tugas operasional di Provinsi Lampung (selanjutnya
disebut "Objek Peran Serta").

PASAL 3
OBJEI( PERAN SERTA

(1) Nilai Objek Peran Serta yang diberikan oleh PTBA kepada Pemprov
Lampung adalah sebesar Rp.5.OOO.OOO.OOO,-(1ima milyar rupiah) yang
akan diberikal dalam bentuk kendaraan.
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(2) Objek Peran Serta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal iru berupa:

Jenia dan Tipe
Kendaraan

(3) Penyerahan Obyek Bantuan scbagai mana ayat (2) diatas dilakukan pada
tahun 2O21 atau segera setelah proses pengadaaan di PIBA selesai.

(4) Bila terdapat perubahan atas Harga Total Objek Peran Serta sebagaimana
ayat (2) Pasal ini, mal<a Objek Peran Serta akan disesuaikan sehingga
tidak melebihi Nilai Objek Peran Serta sebagaimana ayat (U pasal ini;

(5) Scrah tcrima Objek Peran Serta sebagaimana dimaksud pada ayat {2}
Pasal ini akan dibuat dalam suatu Berita Acara Serah Terima (BAS?)
Kendaraan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;

(6) Setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Objek peran Serta
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, Objek peran Serta akan
menjadi aset Pe mprov Lampung untuk dapat dipergunakan sebagaimana
rnestinya.

PASAL 4
PERITYATAAI{ DAN JAMINAN

(1) Sejak diserah terimakannya Objek peran Serta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (4) Perjanjian ini, maka hak, wewenang dan tanggung
jau,ab atas pemeliharaan dan pemanfaatan atas Objel peran Serta
sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) perjanjian ini sepenuhnya
beralih dari PTBA kepada pemprov Lampung;

(2) Pemprov Lampung menyatakan dan menjamin untuk membebaskan
PTBA dari segala tuntutan yang mungkin timbul dikemudian hari
sehubungan dengan pemberian peran Serta dan pemakaian Objek peran
Serta terseblrt;

(3) Pemprov Larnpung akan mencatat kendaraan sebagaimana tersebut
dalam Pasal 3 ayat (2) Perjanjian ini kedalam Daftar Inventaris Barang
Milik Pemprov Laapung.

1

Satuan Jumlah Harga
Satuan (Rp)

Harga Totel
(np)

1 Arnbulalrcc Econo 2 unit 16 198.000.000 3.168.000.000

2
3

Hi Ace Premio
Mobil Samsal

unit l 576.000.000
2

576.000.000
unrt 396.O00.0O0

4 Mobil Jcnazah unit 2 430.000.000 860.O00.000
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PASAL 5
PA.'N(-PA^'NI DAN BIAYA LAIN

(1) Apabila daiam pelaksanaan Perjanjian ini dikenakan pajak, maka seluruh
pa.1ak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
menjadi tangEunE jawab Pemprov LamPua6;

(2) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian ini menimbulkan biaya yang tidal<
tcrbatas pada biaya pcngiriman kcndaraan, maka biaya-biaya tcrsebut
menjadi tanggung jawab Pemprov Lempung;

(3) Pajak dan biaya yang telah dikeluarkan berdasarkan pasal ini tidak dapat
dijadikan tagihan, penggantian rugi atau biaya apapun kepada P[BA.

PASAI 6
TIUKIIM YANG BERLAKU PENYELES/IIAN PERSELISIHAI{

(l) Perjanjian ini diarur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku
di Negara Republik Indonesia.

(2) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran, pelaksanaan atau
segala sesuatu yang berhubungan dengan Perjanjian ini, maka PARA
PII{AX sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk
m encapai mufakat.

PASAL 7
Fo.RCE MAJEUR.E (XEADAAN KATTAR)

l7l Force Majeure (Keadaan Kahar) menurut perjanjian ini adalah keadaan
atau peristilr,a 1,ang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAI( antara lain
sepefti banjir, gcmpa bumi, tsunami, perang, keputusan pemerintah, atau
instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak
langsung terlaksananya Perjanjian ini.

(2) Pihak yang Force Majeure wajib segera memberitahukan kepada PIHAK
lainnya sccara tertulis dalarn tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja,
menjeiaskan sebab dan akibatnya serta langkahJangkah yang perlu
diambil.

(3) Pemberitahuan tentang ad anya Force Majeure tersebut pada ayat (2) Pasal
ini harus dibuktikan dengan keterangan tertulis dari Instansi berwenang.
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PASAL 8
PEITUTUP

(1)Hal-hal yang belum cukup diatur atau perubahan yang mungkin timbul
dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diatur daiam Addendum sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing berrnaterai cukup,
bertanggal dan ditandatangani serta mempunyai kekuatan hukum yang
sama.
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